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RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Maluku
Tahun 12024
No Sasaran Kegiatan Indikator kerja Target
1 2 3 4
Terwujudnya rencana kerja dan = e
1 |anggaran KPU Provinsi Maluku eI r:w:_sl e (:"?k: I;iatl;t;er::gap 8 kali
yang efektif dan efisien SNSRI TR0 TN T P
Persentase laporan monitoring dan evaluasi 75%
lyang akuntabel dan tepat waktu
Terwujudnya sistem administrasi {Persentase target kinerja KPU Provinsi
2 |penyelenggaraan pemilu yang Maluku yang tercapai sesuai dengan 90%
tertib, efektif dan efisien perjanjian kinerja
Persentase dokumen RDP yang tersedia 80%
0
dengan tepat waktu
Menngrarys b samisvsi |Ceenatepegmue v mEG T
3 |dan pengelolaan sumber daya al{urat Peg P iy
R Persentase penegakan disiplin pegawai 90%
4 ;2:;;:22?";:9‘:&2?2;&3 Persentase pegawai yang terseleksi secara 100%
transparan dan akuntabel
transparan dan akuntabel
: Presentase Anggota Provinsi Maluku dan
Terlaksananya proses seleksi :
Anggota Provinsi Maluku dan SKFI'UksKiasbus%at.eglKotanS&rzﬂozluk:nyzggat:;at &
5 |KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku d:: o Av: ke ko e 100%
sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku
: 2 . |Persentase pegawai yang tercatat secara
6 I:;sez::g)i/:ndata Sarl tNannon akurat dalam data base Kepegawaian 95%
berbasis teknologi informasi
Tersedianya Jabatan Fungsional |Persentase PNS yang menduduki Jabatan
7 Penata Kelola Pemilu (JF PKP) |Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) 100%
sesuai peraturan perundang- yang diseleksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang beriaku undangan yang berlaku
Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan 12 Satker
@ [Pomberiiion Baden Adtock dibentuk gy (Provinsi/Kabupaten/
: . Persentase pejabat perbendaharaan yang
8 Mengiatnya pambliesn menyelesaikan pertanggungjawaban 90%
perbendaharaan ;
penggunaan anggaran sesuai ketentuan
- Terlaksananya sistem akuntasi  {Jumlah laporan sistem akuntansi dan 2Lap
dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan
; Persentase permasalahan dalam
10 ';Zrzze;;slglal:l::z::ge;nasalahan pgnge!olgan keuangan yang dapat 100%
diselesaikan
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Tersusunnya laporan Kabupaten/Kota yang menyampaikan
11 |pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 100%
penggunaan anggaran Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat
waktu dan valid
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Terwujudnya pengelolaan Barang Kabupaten/Kota yang ;':.atuh dan Tertib dalam 100%
- Milik Negara sesuai dengan Pengglo!aan Barang Milik Negara yang
Peraturan dan Perundangan yang Material =
e Jumlah Laporan Barang Milik Negara
berdasarkan SIMAK BMN yang datanya 2Lap
sesuai dengan Data SAK
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Meningkatnya kuaiitas tata kelola Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif 87,5%
13 |adminsitrasi persuratan dan sesuai aturan kearsipan -
pengelolaan arsip Persentase sarana transpor.taSI untuk '
mendukung kinerja pegawai yang berfungsi 75%
dengan baik
Persentase fasilitas perkantoran untuk
Terwujudnya dukungan sarana  |mendukung kinerja pegawai yang berfungsi 75%
14 dan prasarana guna dengan baik
meningkatkan kelancaran tugas
KPU Provinsi Persentase gedung dan gudang KPU
Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi 75%
dengan baik




Persentase ruangan rapat yang digunakan

: )
s Meningkatnya kualitas layanan :1:;!; :tda yang bersamaan dalam waktu dan 75%
POESIRAQR Ea praion) Persentase hasil rapat pleno yang ditindak 100%
lanjuti paling lambat 4 hari kerja 3
YRrwanucn; S saeana £ Persentase gangguan keamanan dalam
16 kete.mb.ag e ";’;,95“"93" KPU  lingkungan KPU Provinsi dan KPU 100%
ﬁr:t;l\:’;sa'teiyKota Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
Persentase sarana transportasi untuk
mendukung kinerja pegawai yang dapat 70%
Terwujudnya dukungan sarana  |dipenuhi -
dan prasarana guna Persentase fa.smt_as perkant.oran untuk
17 {meningkatkan kelancaran tugas |Mendukung kinerja pegawai yang dapat 70%
KPU Provinsi dan KPU dipenuhi
Kabupaten/Kota Persentase gedung dan gudang KPU
Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat 72%
dipenuhi
Meningkatnya efektivitas
pengawasan internal dan Persentase penurunan nilai temuan hasil
18 |eksternal di lingkungan KPU pemeriksaan internal dan eksternal terhadap 30%
Provinsi Maluku dan KPU realisasi anggaran
Kab/Kota Se-Maluku
19 |pemeritah yang bersin dan | |Perseriase pengaduan masyarakat yang 95%
7 ditindaklanjuti
berwibawa (clean governance)
Meningkatnya manfaat hasil
20 |PEngawasan BPK, BPKP dan Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, 75%
APIP KPU dalam pencapaian BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
tujuan KPU
Meningkatnya akuntabilitas Persentase KPU Provinsi dan KPU .
21 kinerja dilingkungan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai 70%
akuntabilitas kinerja minimal B
Persentase pegawai yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan dalam rangka 100%
peningkatan kompetensi SDM
22 Peningkatan kompetensi SDM
KPU Jumiah PNS KPU yang lulus S2 Program
Studi Tata Kelola Pemifu maupun program 2 Orang
studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi,
Hukum) sesuai jadwal
Persentase produk hukum yang dikelola dan
Terlaksana.nya pengelolaan few didokumentasikan sesuai peraturan 100%
pelayanan informasi hukum
23 perundang undangan
Persentase informasi produk hukum yang
disajikan secara cepat, tepat dan akurat 100%
sesuai dengan SOP
Penurunan Jumiah sengketa Hukum yang di 3 Perkara
Terlaksananya penyelesaian ajukan ke Mahkamah Konstitusi
24 |sengketa dan pelayanan Persentase sengketa hukum yang
pertimbangan hukum dimenangkan KPU Provinsi/KPU 88%
Kabupaten/Kota
Persentase KPU Provinsi dan KPU
25 Terwujudnya Penyelenggaraan  |Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data 100%
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal |wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah
Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
Terlaksananya layanan Il;ersentase proses P.AW anggota DPR dan
26 |administrasi PAW tepat waktu ED, KT Covion daf‘ DPRP 100%
S M e Kabupaten{Kota dagat d.lselesalkan dalam
waktu 5 ( Lima ) hari kerja
27 Pengelolaan Calon Peserta Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat 12 Satker
Pemilu difasilitasi (Provinsi/Kabupaten/
Tersedla'nya pdomn lspores Persentase data kepengurusan dan
28 dai audit dana kempanye, keanggotaan partai politik yan 60%
verifikasi partai politik dan/atau | =2"89 S8 | g
anggota perorangan DPD
: e 12 Satker
Pengelolaan Rumah Pintar Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah o>
Pemilu membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (Provmsll(lz(gl))upatenl




30

Pendidikan Pemilih kepada
masyarakat umum

Presentase Satker KPU Kabupaten/Kota
yang memiliki Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan Demokrasi untuk
masyarakat umum

100%

31

Pendidikan Pemilih kepada
Pemilih Pemula , Perempuan dan
Disabilitas

Presentase KPU Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan
dan Demokrasi untuk pemilih Perempuan

100%

Presentase KPU Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan
dan Demokrasi untuk pemilih Pemula

100%

Presentase KPU Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan
dan Demokrasi untuk Disabilitas

100%

32

Meningkatnya kualitas layanan
informasi dan data yang cepat
serta akurat

Persentase permohonan informasi yang
ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan
SOP

100%

Persentase informasi dan publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media
massa

100%

Persentase informasi dan publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yangditampilkan di media
publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat
1 (satu) hari kerja

100%

33

Sosialisasi Kebijakan KPU
Kepada Stakeholder (Partai
Politik, LSM, Ormas, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi dan
Masyarakat)

Persentase penyampaian informasi dan
publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan
yang ditampilkan di media publikasi

12 Satker
(Provinsi/Kabupaten/
Kota)

Terlaksananya fasilitasi
pengelolaan data kebutuhan,
pengadaan, pendistribusian serta
pemeliharaan dan inventarisasi
logistik Pemilu/Pemilihan

Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan
anggaran dalam pemenuhan kebutuhan
logistik

100%

Presentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang melaksanakan
pengadaan logistik keperluan
pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus
terhadap proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian negara atau
pemborosan uang negara

100%

Presentase KPU Kabupaten/Kota yang
mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan
tepat jenis,jumlah dan waktu

100%

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang
menginventarisir dan memelihara logistik
Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan pemungutan suara dlam
Pemilu/Pemilihan

100%

35

Ketersediaan Logistik Pemilu

Presentase Penyediaan Logistik Pemilu

12 Satker

36

Ketersediaan Suara Pemilih
Hasil Pemilu

Presentase Pelaksanaan Pemungutan
sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu

12 Satker

37

Tersedianya data, informasi,
sarana dan prasarana teknologi
informasi serta penerapan e-
government KPU

Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran
data pemilih secara berkelanjutan

100%

Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi
Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,
handal dan lancar

Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan
secara terintegrasi

100%

80%




Program v Anggaran
1 Program Dukungan Manajemen Rp 10.252.187.000

2 Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi Rp 3.652.389.000

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

yamsul Rifan Kubangun




